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Herman Deru Instruksikan OPD Percepat Realisasi Anggaran, Raperda Perubahan APBD 

Tahun 2020 Disahkan 

https://fajar.co.id/ 

 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran 2020 resmi disahkan pada rapat Paripurna ke XVII di ruang 

rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (7/10). 

Pengesahan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur 

Sumsel H Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati yang disaksikan langsung 

oleh Sekda Provinsi Sumsel H Nasrun Umar serta anggota DPRD Sumsel lainnya. 

Sebelum disahkan, Raperda Perubahan APBD tersebut sempat dilakukan pembahasan dan 

penelitian oleh lima Komisi yang ada di DPRD Sumsel dengan sejumlah pihak. 

Herman Deru sendiri mengapresiasi atas kinerja cepat pimpinan dan anggota DPRD Sumsel 

yang tegabung dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Komisi-komisi yang telah 

melaksanakan pembahasan dengan OPD dan Biro terkait di lingkungan Pemprov Sumsel sehingga 

perubahan APBD tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai jadwal. 

"Catatan yang telah disampaikan tentu akan kita akomodir. Apa yang telah disepakati ini harus 

tereksekusi, baik infrastruktur maupun belanja lainnya. Itu yang terpenting," kata HD, usai rapat 

Paripurna. 

Sebab, dia menginginkan Raperda Perubahan APBD tersebut dapat berkontribusi dalam 

pemulihan ekonomi. 

"Karena itu belanja ini harus dipercepat. Segera eksekusi semua, agar uang yang beredar 

dimasyarakat dapat lebih banyak," tuturnya. 

Diketahui, Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 tersebut memiliki rincian yakni 

Pendapatan Asli Daerah senilai Rp 3.585.173.474.047,10. Dana perimbangan Rp 6.234.368.422.477, 

lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 73.455.414.000. 

Jumlah pendapatan setelah perubahan yakni senilai Rp 9.892.997.310.524,10. 
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Sedangkan belanja tak langsung yakni senilai Rp 6.737.381.082.739,47. Belanja langsung Rp 

3.925.508.742.113,23. Jumlah belanja setelah perubahan yakni Rp 10.662.889.824.852,70, sementara 

surplus atau defisit Rp 769.892.514.328,60. 

Dari sektor penerimaan pembiayaan yakni Rp 889.007.415.880,60. Pengeluaran pembiayaan 

Rp 119.114.901.552, pembiayaan netto Rp 769.892.514.328,60. Sedangkan SILPA tahun berjalan 

nihil. 

"Selanjutnya raperda ini akan diserahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi sehingga 

dapat segera ditetapkan menjadi perda," jelasnya. 

Sebelumnya, lima komisi yang ada di DPRD Sumsel menyatakan setuju dan menerima 

raperda tersebut. Hanya saja beberapa masukan seperti meminta OPD untuk berinovasi dengan 

memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga program yang dijalankan menjadi efektif. Selain itu, 

Pemprov Sumsel juga diminta untuk mengintensifikasikan sektor pajak kendaraan bermotor guna 

mendongkrak PAD. 

 

"Kita setuju dan menerima raperda tersebut. Namun kita meminta adanya inovasi sehingga 

anggaran dapat terserap dengan baik. Kita juga meminta Dinas Perhubungan untuk memperhatikan 

terminal di sejumlah daerah. Terminal harus dikelola dengan baik termasuk penerangan terminal untuk 

meminimalisir kerawanan," pungkas Juru Bicara Komisi IV DPRD Sumsel H. M. F Ridho. 

 

Sumber berita:  

1. https://palembang.tribunnews.com, Herman Deru Instruksikan OPD Percepat Realisasi 

Anggaran, Raperda Perubahan APBD Tahun 2020 Disahkan, Rabu, 7 Oktober 2020; 

2. https://www.myedisi.com, Instruksikan OPD Percepat Realisasi Anggaran, Jumat, 9 Oktober 

2020. 

 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 

mengatur bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Terkait dengan APBD dan perubahan APBD, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), antara lain: 

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama;  

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPRD. 

Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai dasar perubahan APBD sebagai berikut: 

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.  
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2. Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;  

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 

PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan perubahan APBD sebagai 

berikut: 

1. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus 

dalam tahun anggaran berkenaan. (Pasal 169 ayat (1)); 

2. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling 

lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan (Pasal 169 ayat (2)); 

3. Penyampaian Perubahan KUA PPAS dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus 

tahun anggaran berkenaan (Pasal 170 ayat (3)); 

4. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan 

kepada Kepala Daerah (Pasal 176); 

5. Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada 

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh 

persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan 

(Pasal 177). 

Selanjutnya dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 diatur pula mengenai persetujuan DPRD terhadap 

rancangan Perda tentang perubahan APBD yang diajukan kepala daerah, sebagai berikut: 

1. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh 

DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran 

berkenaan berakhir (Pasal 179 ayat (1)); 

2. Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil 

keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 

anggaran berkenaan (Pasal 179 ayat (2)); 

3. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya (Pasal 197 ayat (3)). 

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD ini dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, Pasal 180 PP 

Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagai berikut: 

1. Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara 

Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

gubernur.   

2. Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang 

penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan 
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RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan 

DPRD.  

3. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan 

Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran 

perubahan APBD dengan: 

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b. kepentingan umum;  

c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan 

d. RPJMD.  

5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.   

 

6. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD 

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterima.   

7. Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan 

PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

8. Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi 

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan 

perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling 

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. 

9. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh 

gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan 

APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi 

Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 


